
WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANG SA
NOMOR 39 TAHUN 2OO7

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA"

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 35, Qanun Kota Langsa

Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perobahan atas Qanun Kota Langsa no. 3

Tahun 2007 tentang pernbenfukan dari penataan susunan organisasi dan

tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Langsa. Perlu menetapkan Peraturan

Walikota langsa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota

Langsa.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892) ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa

(Lembaran Negara Tahun 200L Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 413Q;

Undang-Undang Nomor L0 Tahun 20M tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53'1,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor  S Q;
t
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5.

6.
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8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor M?8);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembar;ur Negara Tahun 2006 Nomot 62, Tambahan Lembaran Negara

Nomor a6T);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 
'Iahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nornor B Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor '14, Tarnbahan

Lenrbaran Negara Ncrmor 4762) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 terrtang Wewenang

Pengangkatan Pemi:rdahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara tlan

N{enteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/MENPAN/9/2W3 tentang

Pehrnjuk Pelaksanaan Peraturan Penrerirrtah Nomor 08 tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah darr Perafuran

Pemerintah Nomor 09 tahun 2003 tentang Wewerrang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUGAS POKOK DAN

FLINGSI DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kota Langsa ;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyeienggara Pemerintah Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Langsa;

4. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah

Sekretaris Daerah Kota l,angsa ;

Menetapkan:
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5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Langsa;

6. Kepala Dinas adalah Kepaia Dinas Kesehatalr Kota Langsa;

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pemegang iabatan Fungsional yang

mempunyai tugas khusus sesuai. dengan bidang keahliannva dan

iumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berada c1i bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah,

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan

urusan kewenangan daerah dibidang Kesehatan.

Pasal 4

Untuk rnelaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas

Kesehatan Kota Langsa mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan dibidang Kesehatan;

b. Menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan Kesehatan;

c. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan,

penyuluhan, pelayanan rujukan sesuai peraturan dal kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Atasan;

d. Membina pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan;

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dibidang

pelayanan Kesehatan, Usaha Distribusi Obat, Makanan dan Minuman;

t. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas ;

Pasal 5

Susunan Organisasi

1. Kepala Dinas;

2. Bagian Tata Usaha;

3. Bidang Pelayanan Kesehatan;

4. Bidartg l'encegahan dan Pengendalian Penvakit;

5. Bi,lars.f ..



5. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;

6. Bidang Kesehatan Keluarga;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin dan membina Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas yang

ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Kesehatan;

c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Kesehatan di Daerah yang

menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang

ditetapkan oleh Walikota;

d. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang

menyangkut bidang Kesehatan;

e. Melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan

dan pengelolaan administrasi serta penyusunan program;

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal I

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan

perencanaan strategis, program kerja dan pelaporan, pembinaan dan

pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, perlengkapan,

keuangary kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi, hubungan

masvarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.
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(1 )

(2)

Pasal 9

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana climaksud dalam pasal8, Bagian

Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategik,

program kerja dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan

ketatalaksanaan;

b. Pembinaan dan pengelolaan adminishasi umum yang meliputi

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip

clan dokumetrtasi;

c. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan biclang tugasnya.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian lJmum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;

b. Sub Bagian Penyusunan Program dan lrelaporan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung

iawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal Ll-

Sub Bagian lJmum, Kepegawaian, Keuangan dan Periengkapan

mempunyai fugas mempersiapkan bahan-bahan, merencanakan,

mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka

pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian,

keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas

mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana strategis,

program keria, perizinan, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan dalam rangka penviapan bahan penyusunan prograrn serta

pelaporan pelaksanaan kegiatan.

(1)

(2)

tBagian Ketiga



Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis dibidanr

pela,vanan kesehatan;

tZ) Bidang Peiayanan Kesehatan dipimpin oleh seorarrg Kepala BirJang yang

berada di bawah daur bertanggung jawab kepatla Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksarrakan pembinaan,

pengawasan dan perrgenclalian pelayanan kesehatan dan peredaran obat-

obatan.

Pasal 14

Untuk nrenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Melakukan pernbinaan Rumah Sakit Urnum, Puskesmas, Puskesmas

Pembantu, Balai Pengobatan dan Klinik Bersalin dan Unit Pelayanan

Kesehatan lainnya;

b. Meryuzun p€rencanaan dan pedoman pelavanan kesehatan;

c. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit

Khu*sus, Rurnah Sakit Swasta, Puskesrnas, Puskesrnas Pembarrhr, Balai

Pengobatan dan Klinik Bersalin Pemerintah mauPun Swasta serla

rnen gkoordinasikan sistem pelaporan;

d. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana ketrutuhan obat-obatan, alat

kesehatan pada puskesmas clan puskesmas pembanbu serta pengarvasan

pengelolaan oba t, pendistribusian selta pengobatan hadisional;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang djberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal L5

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

a. Seksi Sarana d.an Prasarana Kesehatary

b. Seksi Farmasi dan Obat Tradisional.

(2) Masing-rnasing Seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 16 
t
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Pasal 16

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan

bahan penyusunan pedoman, pengembangan dan rnufu layanan Rumah

Sakit, Puskesmas darr Puskesmas Pembantu serta sarana dan prasarana

kesehatan;

(7) Seksi Farmasi dan Obat Tradisional mempunyai tugas merrgumpulkarr

bahan, menyusun rencana kebutuhan obat-obatan pada Puskesmas dan

Puskesnras Pembanfu darr mengendalikan peredaran obat-obatan,

makanan, minuman dan obat tradisional.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 17

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah unsur pelaksana

teknis dibidang pencegahan clan pengendalian penyakit;

(2) Bidang Pencegahan dan Pengendaiian Penyakit dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Pasal l,8

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penvakit mempunyai tugas pembinaan,

pengawasan, pelaksanaan, pengamatan, pencegahan pengendalian penyakit,

pelayanan kesehatan keluarga dan gizi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn pasal 18,

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

a. Ivlenyusun rencana dan melaksanakan pengamatan, pencegahan dan

pengendalian penyakit;

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan

pengendalian penyakit;

c. Mengurnpulkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan keselratan

ibu, arrak, keluarga berencana dan gizi;

d. Pelaksarraan tugas-tugas lainnya vang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

el engan bidang tugasnya.
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Pasal 20

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 2L

(1) Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

tugas mengumpulkan bahan renc€rna pengamatan, penelitian dan

tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular dan imunisasi;

(2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan

bahan penyusunan rencana, pedoman penyelenggaraan dan pembinaan

usaha kesehatan, ibu, anak, usia lanjut, rernaja, keluarga berencana dan

gizi.

Bagian Kelima

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

Pasal22

(1) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan adalah unsur

pelaksana teknis dibidang penyehatan lingkungan dan promosi

kesehatan;

(2) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyehatan lingkungan, penyehatan

makanan/minuman, usaha kesehatan institusi, kesehatan kerja dan promosi

kesehatan.

Pasar24 
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(1)

(2)

Pasal 24

IJntuk rner'ryelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23,

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promc.'si Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan penYehatan lingkungarr,

penyelratan makanan/rninuman, usaha kesehatan institusi, kesehatan

kerja,jPKM dan Promosi Kesehatan;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyehatan lingkungan,

penyehatan makanan/minuman, usaha kesehatan instifusi, kesehatan

kerja,IKPM dan promosi kesehatan;

c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pembinaan penyehatan

lingkungan, penyehatan makananfminuman, usaha kesehatan institusi,

kesehatan kerja,IKPM dan promosi kesehatan;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

clengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan terdiri dari :

a. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;

b. Seksi Promosi Kesehatan dau IKPM.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman mempunyai tugas

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan

penyehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum clan

pengawasan industri makanan, rumah makan/restoran serta kesehatan

kerja;

Seksi Promosi Kesehatan dan ]KPM mempunyai tugas mengumpulkan

bahan penyusunan rencana dan pedoman pelaksanaan promosi kesehatan,

usaha kesehatan institusi dan IKPM serta menvebarluaskan informasi

kesehatan.

(1)

(2)

fBagian Keenam



Bagian Keenam

Bidang Kesehatan Keluatpp

Vasal2T

(1) Bidang Kesehatan Keluarga adalah unsur pclaksana teknis clitridanp;

Kesehatan Keluarga;

(2) Bidang Kesehatan Keluarga dipirnpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Ilidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan bahan

penyusunan rencana, pedoman penvelenggaftnn dan pembinaan usaha

kesehatan ibu, anak, remaia, keluarga berencana, usia lanjut darr peningkatan

gizi masyarakat serba kesc'hatan jiwa.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal28, Bidang

Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :

a. tvlenyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja kesehatan ibu, anak

dan KB, gln, kesehatan jiwa, remaia dan usia lanjut dalam rangka

perrcapaiarr SDM berkualitas;

b. Melaksanakan program penirrgkatan kinerja dan pengembangan karier bagi

bidan cli desa;

(r. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan kesehatan ibu,

anak, KB, perb'aikan gizi, kesehatan jiwa, temaj, usia lanjut, bielan di desa,

ternrasuk dukun bersalin;

cl. l,*{engkoordinir upaya perbaikan guimasyarakat dan peningkatan terhadap

sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

e. Melakszurakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan

gizi masyarakat;

f. Pelaksanaan fugas-tugas laimya yang diherikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Paeal 30

(1) Biclang Kesehatan Keluarga terdiri dari:

a. Seksi Kesehatan lbu, Anak dan Gizi;

b. Seksi Kesehatan Jiwa Masvarakat .

1,J
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(2) Masing-masing Seksi sebagaimana climaksuc{ pacla ayat (1), dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepacla Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengarr bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) Seksi Kesehatan lbu, Anak dan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan

bahan penyusunan rencana pedoman penvelenggaraan, pengawasarudan

pembinaan usaha kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, upaya

peningkatan gizi keluarga, dan peningkatan status gizi masyarakat, bidan

didesa serta dukun bersalin;

(2) S'eksi Kesehatan |iwa Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan

penyusunan rencana program kerja menyelenggarakan Pengawasan dan

pembinaan kesehatan jiwa, upaya kesehtan usia pra sekolah, pembinaan

remaja berrnasalah, dan kesehtan lanjut usia.

Bagian Ketujuh

Kelompok jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai bugas melaksanakan sebagian tugas

Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Furrgsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

(3) Iumlah teraga Fungsional sebagaimana climaksud pada ayat (1) ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang fungsiortal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

berclasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas sesuai ciengan

Perundangan vang berlaku.

Bab rrr +
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BAB III

TATA KERJA

Pasal 34

a. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian, Kepala Sek.si dan Kelompok Jabatan Fungsiorral wajib

melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi haik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Dinas serta dengan Instansi lairr sesuai dengan tugas pokoknya masing-

masing;

b. Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib

melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 35

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena

berhalangan, maka Walikota menunjuk Bagian Tata Usaha atau salah

seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan senioritas dan

kualitasnva;

Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang tidak dapat

menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk

salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi menurut bidang

tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai Perafuran Perundang-

unclangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;

Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan

tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bagian, Kepala Bidang

menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnya masing'masing

untuk mewakilinya sesuai Peraturan Perundang-undangan vang berlaku

dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna masing-masing pejabat

dalam lingkungan Dnas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan

tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai Peraturan Perundang-

undangan.

(1)

(2)

( J '
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Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan dan Peraturan vang

bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perafuran ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.
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